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MOTTO: 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras, 

(untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada tuhanmulah engkau 

berharap” 

(QS.Al Insyirah,6-8) 

“Your Duty As A Child Is Lifting Your Family Pride” 

“Do what you can do now, because the opportunity is only once. 

 Brace yourself to get out of your comfort zone, because being 

comfortable isn’t enough” 

(LAYNS’99)  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A.Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak 

bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara 

dan pembangunan nasional.
1
 Negara memerlukan dana untuk pembangunan dan 

kepentingan rakyat dan negara juga mendapatkan dana tersebut dari pemungutan 

pajak dari rakyat. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: segala 

pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

                                                           
1
 Ditjen Pajak, Belajar Pajak, diakses dari http;//www.pajak.go.id/content/belajar-pajak 

diakses 3 April 2016. 
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pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 

daripada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara 

larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian 

dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula dan justru 

untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, 

yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkret: 

pertama, adanya kejadian yang tertentu dan keduan, adanya orang yang berbuat, yang 

menimbulkan kejadian itu.
2
 

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak 

(WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan 

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang 

perpajakan dikenakan sanksi pidana. Demikian juga dengan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 

bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang 

berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti 

                                                           
2
 Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat, Jakarta, 

Gramata Publishing, 2016, hlm.1. 
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melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
3
 

 Tindak pidana pajak itu sendiri merupakan suatu peristiwa atau tindakan 

melanggar hukum pajak atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang, 

yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang 

pajak yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. 

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan 

pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen 

Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Tujuan 

pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib 

pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan tindak pidana perpajakan 

terdapat pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti 

permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. 

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh penyidik atau PNS di lingkungan 

Direktorat Jendral Pajak atau Kanwil Ditjen Pajak atau Direktorat Intelijen dan 

                                                           
3
 Pasal 36A ayat (2) UU KUP, Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak. 
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Penyidikan Ditjen Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat 

diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan.
4
 

 Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yaitu diusulkan dilakukannya 

penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana perpajakan yang 

akan diteruskan kepada pihak yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila 

wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir 

apabila tidak ditemukan adannya indikasi tindak pidana perpajakan.
5
 

 Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal 

Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai 

berikut.
6
  

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 

tidak atau kurang dibayar; 

b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak 

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak 

                                                           
4
 Pasal 1 angka 26, 27, 32  UU KUP.  

5
 Pasal 1 angka 31, 32 UU KUP.  

6
 Pasal 13 UU KUP.  
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seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai 

tarif 0% (nol persen); 

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak 

dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau 

apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (4a). 

 Laporan terutang hasil pemeriksaan disusun dalam suatu laporan pemeriksaan 

pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang 

lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan 

kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam hukum pajak, di samping sanksi administratif terdapat juga sanksi 

pidana. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya 

ringan, Sedangkan sanksi pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang 

bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam 

ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
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 Ketentuan mengenai regulasi tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(UU Perpajakan) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Perubahan Pertama dengan 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir 

dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

 Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

perpajakan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara di mana pelaku yang 

melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa pidana penjara, pidana 

kurungan dan pidana denda kekurangan pembayaran pajak,
7
 Diatur dalam ketentuan 

Pasal 37A, 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2007. 

 Kemudian dalam tulisan ini, Penulis hanya akan menyertai Pasal 39 ayat (1) 

huruf C dan huruf D saja.  

                                                           
7
 Russel Butarbutar, Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional, Bekasi, Gramata Publishing, 

2017, hlm.95. 
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Ayat (1) “Setiap Orang Dengan Sengaja” huruf C “Tidak Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan” dan huruf D “Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau 

Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap”. Dan Pasal ini dibuktikan 

dengan adanya Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 

262/Pid.B/2017/PN.Rta. 

 Apabila diperinci, ketentuan sanksi pemidanaan dalam tindak pidana 

perpajakan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan mengatur 

mengenai: 

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman; 

2. Mengenai siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman/sanksi; 

3. Bentuk dan hukuman apa yang dapat diterapkan. 

 Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh setiap orang, 

baik itu Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, pegawai pajak yang 

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang 

membantu melakukan perbuatan dalam rangka memberikan informasi yang tidak 

benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan 

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan. 
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 Hal ini yang menjadi pertimbangan terhadap tulisan penulis, adapun yang 

berkaitan dengan hal tersebut penulis mengkaji putusan Nomor 

552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. dan putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta. yaitu pada 

kasus Tindak Pidana Perpajakan yang di dakwakan pada Pasal 39 ayat (1) huruf  C 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Jo Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yakni melakukan 

beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran 

“Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur 

pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan 

transaksi yang sebenarnya”. Dan Pasal 39 ayat (1) huruf C, Pasal 39 ayat (1) huruf D 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yakni 

“Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai 

dan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai 

dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai satu perbuatan 

yang dilanjutkan”. 

 Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah mengenai penjatuhan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang mana dalam penjatuhan 

sanksinya terdapat perbedaan pada amar putusannya yakni pada putusan Nomor 

552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt. dijatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena 
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itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda pidana sebesar Rp. 

41.151.493.236,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus 

sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Sedangkan pada putusan 

Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta. dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara 

selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.361.112.178,00 

(lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh 

delapan rupiah). 

 Untuk itu diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat hukum untuk 

menyerasikan seluruh peraturan norma hukum positif yang ada. Berdasarkan uraian 

diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dan Putusan 

Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan permasalahan dengan 

rumusan sebagai berikut: 

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak 

pidana perpajakan dalam perkara Putusan Nomor  552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt 

dan Putusan Nomor  262/Pid.B/2017/PN.Rta ? 

2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan 

yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan Keterangan 

yang isinya tidak benar ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan 

jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berdasarkan norma hukum 

positif indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana perpajakan yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dengan Keterangan yang isinya tidak benar. 
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D.Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait 

yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang 

hukum serta pemecahan permasalahan dilihat dari sudut teori. 

2. Untuk mendalami teori teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan 

kuliah strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya 

pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perpajakan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah 

serta bahan masukan bagi penelitian sejenis. 

2. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam 

instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa 

memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakkan. 

3. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

di peroleh selama dibangku perkuliahan.   
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup 

dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang 

lingkupnya membahas tentang Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perpajakan. 

F. Kerangka Teoritis 

 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
8
 Dalam hal ini penulis 

menggunakan beberapa teori untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada 

seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis 

pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana 

penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan 

pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 40. 
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 Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan 

ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, 

memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.
9
 

2. Teori Pemidanaan 

 Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori 

penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan 

penjatuhan pidana antara lain.
10

 

1. Teori Retributive 

Teori ini juga terkenal dengan teori absolute/teori pembalasan. Menurut 

pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang 

dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran 

teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan 

yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat 

perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, pada umumnya dapat 

menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana 

yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
11

 

                                                           
9
 J.M Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan 

Hasnan, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm.128.  
10

  Nelwitis Elwi Daniel, Hukum Penitensier, Padang, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, 2002, Hlm.28. 
11

  Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.47. 
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2. Teori Utilitarian 

Teori ini sering juga disebut teori relative/teori tujuan. Menurut pandangan 

teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi menfaat. Artinya, pemidanaan 

jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belakang seperti dalam teori 

retributif, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa 

yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pemberatan 

pemidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan  para pelanggar hukum 

(terpidana) dimasa yang akan datang. 

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib 

masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud 

pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. 

Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki 

agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.
12

 Pada prevensi 

khusus, tujuan pemidanaan ditunjukkan kepada pribadi si penjahat agar ia 

tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Tujuan satu-satunya pidana 

ialah mempertahankan tertib hukum.
13

 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relative, negara dalam 

kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan 

hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam 

masyarakat. 

                                                           
12

 Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, 

Pradnya Paramita, 1985, hlm.34.  
13

 Ibid hlm.36. 
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3. Teori Integratif  

Dikenal sebagai teori gabungan yang merupakan suatu bentuk kombinasi dari 

teori absolut dan teori relatif, teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan 

mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih 

dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya 

tujuan tersebut. Atas dasar itulah kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau 

tindakan yang dilakukan selanjutnya. 

Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum 

masyarakat tidaklah dapat di abaikan antara satu dengan yang lainnya. 

3. Teori Putusan Hakim 

 Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut:
14

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

                                                           
14

  Sudarto,  Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Bandung, 1986, hlm.74. 
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 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pasal 8 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, 

dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dam 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 

 Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atas bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan 

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang 

terbuka untuk umum.
15

  

 Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 

maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Artinya seorang hakim haruslah independen, 

tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan 

sama. 

 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas 

Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan 

hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari interprestasi dan tidak 

boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur 

                                                           
15

 Pasal 195 KUHAP. 
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dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. 

 Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan 

(the four way test) berupa.
16

 

1. Benarkah putusan ini ? 

2. Jujurkah aku dalam mengadili keputusan ? 

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ? 

4. Bermanfaatkah putusanku ini ? 

 Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan 

hakim dalam menetapkan pemidanaanya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-

hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional 

dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.
17

 

 Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari 

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar 

                                                           
16

 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm.136. 
17

 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni 

Bandung, 1998, hlm.67.  
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untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. 

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan 

tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada 

hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut 

Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:
18

 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana 

 Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 

atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut 

sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana 

 Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan 

                                                           
18

  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,  hlm.96. 
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 Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 

melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya 

pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa. 

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-

adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Van Apeldoorn mengatakan, 

hakim haruslah:
19

 

a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian 

konkrit dalam masyarakat. 

b. Menambah Undang-Undang apabila perlu. 

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan, terutama untuk menjamin keobjektifan hakim 

dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, 

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana, 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. 

                                                           
19

 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar 

Harapan, 1983,  hlm.204. 
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 Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang di ajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas 

dari sistem pembuktian negatif (negative wetterliijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, 

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan 

hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 

G. Metode Penelitian 

 Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan karya ilmiah, dimana 

metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan.
20

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.
21

 

 Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

                                                           
20

 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm.16. 
21

 Soerjono Soekanto, Op.Cid, hlm.43. 
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 Jenis penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah 

penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis 

normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika 

keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin 

ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya 

hukum itu sendiri.
22

               

2. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dalam kaitannya maka 

pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

approach).
23

 Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang 

diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan 

permasalahan yang sedang diteliti.
24

  

3. Bahan Penelitian 

 Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
22

 Jhoni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2006, 

hlm.47 
23

  Ibid, hlm.21. 
24

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media Grup, 2005, hlm.113. 



22 
 

 
 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat,
25

 antara lain yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan. 

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

6) Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt. 

7) Putusan Pengadilan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer,
26

 yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan atau 

pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang tindak pidana 

perpajakan dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, 

                                                           
25

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm.194. 
26

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 15. 
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yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, 

maupun melalui website atau internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
27

 antara lain buku-buku, tulisan-

tulisan, karya ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

 Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode 

pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (library research). Tujuan dan 

kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan 

permasalahan penelitian.
28

 Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi 

peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan 

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi 

bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan 

bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil 

penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang 

                                                           
27

 Ibid hlm. 15. 
28

 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas 

Metode Penelitian Hukum, Jurnal Hukum, Volume VIII, Januari-Maret, 2014. hlm.30. 
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didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis 

untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.
29

 

5. Analisis Bahan Hukum 

 Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian 

menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari 

data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan 

yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, 

mencatat dan menginterprestasikan suatu kondisi atau fenomena  yang sedang terjadi 

atau berlangsung.
30

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara dedukatif, yaitu 

suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang 

bersifat khusus.
31

 Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban 

dari setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

                                                           
29

  Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 251. 
30

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2010, hlm.66. 
31

  Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode,  Malang, Setara Press, 2013, hlm. 
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